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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan
Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.
termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama
Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul
buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan
transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam
penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun
ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan
Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam
buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS

Fellow 1992.

A. Konsonan

\ = Tidak dilambangkan o= = dl
< = B L = th
< =T L = dh

& = Ta ¢ = ‘(mengahadap ke atas)




c =1 ¢ = gh
¢ =H - = f
& = Kh & =90
y = D oy k
3 = Dz Jd =1
J =R a2 = m
D = 24 O =n
CEl =S s = W
Ui = Sy A%
== Sh s =Y

Hamzah (<) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma di atas (“), berbalik dengan koma () untuk
penggantian lambang ¢ .

Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latinvokal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan

bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Panjang Diftong

a = fathah A Jé menjadi gala

i = kasrah 7 J# menjadi gila

Xi




u = dlommah a 032 menjadi ddna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“ 17, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’

nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong Contoh
aw = s Js&& menjadi gawlun
ay = ¢ o+ menjadi khayrun

C. Ta’marbiithah (3)

Ta’ marbuthah (3) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi ta’ marbathah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnyadw 21l 4l ) menjadi al-
risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka dytransiterasikan dengan
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, miasalnya (-4 4
4es ) menjadi fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jaléalah

Kata sandang berupa “al” (J') dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imém al-Bukhéariy mengatakan...........................
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2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ..............
3. Masyd’Allah kand wa mdlam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla
Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal
kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: ssi- syai’un el - umirtu

osll - an-nau’un 05l -ta’khudzina

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’i/ (kata kerja), isim atau huruf,
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau
harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh : ¢l a sl o5 - wa innalillaha lahuwa khairar-razigin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf
capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan
untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital
tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : Jsw, ¥ aess las= wa mad Muhammadun illa Ras(l

oMl ma g e J ) o= inna Awwala baitin wu dli’a linnasi
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Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingoa ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka
huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : «u 8z &l (4 yai = nasirun minallahi wa fathun qarib

Laea ¥l Al = [illahi al-amru jami’an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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ABSTRAK

Sri Wahyuni, 15220029, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat
Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO)
Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Skripsi.
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam
Negeri (UIN) Maulana Malik lbrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr.
Burhanuddin Susamto,S.HI.M.Hum

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembatalan Sepihak, Pre Order, Hukum Islam

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi setelah mencapai kesepakatan
tentang suatu barang beserta harganya, meskipun barang belum diserahkan dan
harganya belum dibayar. Dalam jual beli online atau yang biasa disebut e-
commerce banyak yang menggunakan sistem pre order dalam menjalankan jual
belinya. Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online sangat diperlukan
baik kepada konsumen maupun pelaku usaha. Seperti belakangan ini sering terjadi
perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen saat memesan barang
dengan sistem pre order yang mana konsumen melakukan pemesanan tetapi
melakukan pembatalan sepihak tanpa penjelasan, hal ini biasa disebut dengan
kasus hit dan run. Hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha.

Penelitian ini memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana
perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen
dalam sistem pre order jual beli online menurut hukum positif dan bagaimana
perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen
dalam sistem pre order jual beli online menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang digunakan
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, perbuatan pembatalan
sepihak dalam pre order jual beli online dalam kaitannya perbuatan hit dan run.
Maka pihak konsumen telah melanggar hak dari pelaku usaha dalam Pasal 6 Ayat
(1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain
itu, dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar
hukum pasal 1243 KUH Perdata dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta
dapat didasarkan pada Bab V Pasal 17 ayat 2 UU Informasi Teknologi Elektronik.
Kedua, dalam hukum Islam jual beli secara pre order menurut tinjuan figih dapat
berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Pada kasusnya pembatalan
sepihak pre order dalam jual beli salam dilakukan dengan cara fasakh dari pihak
konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan pre order dalam jual beli istishna
tidak boleh dengan cara fasakh melainkan dengan cara igalah karena barang
pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya mengikat dan tidak dapat
dibatalkan sepihak oleh konsumen.

XX



ABSTRACT

Sri Wahyuni, 15220029. The Legal Protection for Businessman Due to
Unilateral Cancellation by the Consumer in Online Purchase Pre
Order (PO) Systems According to the Positive Law and Islamic Law.
Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State
Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Supervisor Dr.
Burhanuddin Susamto, S.HI.M.Hum

Keywords: Legal Protection, Unilateral Cancellation, Pre Order, Islamic Law

Purchase agreement occurred after reaching an agreement on an item and
the price, even though the item has not been delivered and the price has not been
paid. In purchase online or commonly is called e-commerce, many users use the
pre order system to run the purchase. Legal protection in online purchase
transactions is needed, both for consumers and businessmen. As in recent times,
often occurred bad attitude by consumers when ordering goods with a pre order
system in which consumer places an order but makes a unilateral cancellation
without explanation, this is commonly called a case of hit and run. This will result
in losses for a businessman.

The research focuses on two problem formulations, how is the legal
protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online
Purchase Pre Order (PO) Systems According to positive law? And how is legal
protection for businessman due to unilateral cancellation by consumer in Online
Purchase Pre Order (PO) Systems According to the Islamic law.

The research used a normative juridical research method by using a legal
and conceptual approach. The data used secondary data consisting of primary
legal materials and secondary legal materials which were analyzed using
qualitative descriptive methods.

The results of the research showed that, first is unilateral cancellation
acts in pre-order online purchase relating to the act of hit and run. Then the
consumer has violated the rights of businessman in Article 6 Paragraph of (1) and
(2) of Law Number of 8 of 1999 about Consumer Protection. In addition, it can be
based on the fact that consumers have defaulted on the legal basis of Article of
1243 of the Civil Code (KUHP) where defaults arise from agreements and can be
based on Chapter V Article of 17 of paragraph of 2 of the Electronic Technology
Information Law. Second, in Islamic law, pre-order purchase according to figh
can form greetings purchase or istishna purchase. In unilateral cancellation case of
pre order in greetings purchase is done by means of Fasakh by the consumer, this
is permissible, while pre order cancellation in istishna purchase cannot be done by
Fasakh but by Igalah because the ordered goods have been completed, so the
contract is binding and it is irrevocable by the consumer.

XXi
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat
memberikan pengaruh besar dalam sektor perdagangan baik di tingkat
nasional maupun Internasional. Kemajuan teknologi tersebut banyak
dimanfaatkan manusia untuk menjalankan berbagai macam transaksi demi
memenuhi  kebutuhannya. Salah satunya vyaitu adannya perdagangan
elektronik atau yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki karakter
tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang
luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus
bertemu untuk melakukan transaksi. Karakter yang dimiliki oleh e-commerce
tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan

tindakan jual beli.
Transaksi e-commerce tidak terbatas dalam dimensi ruang dan waktu.
Dalam kondisi tersebut menimbulkan terjadinya perubahan perilaku bisnis
yang lazimnya dilakukan secara tatap muka namun melalui e-commerce dapat
dilakukan dimanapun dan kapanpun. Transaksi jual beli online melalui e-
commerce dalam hukum perjanjian jual beli di Indonesia, merujuk pada Pasal
1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini
memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu

perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan



demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri
hubungan hukum diantara mereka.'

Prinsip yang dianut dalam jual beli online adalah sikap kepercayaan.
Setelah saling percaya maka akan ada kesepakatan antara pihak penjual
dengan pembeli, selanjutnya kedua belah pihak saling bertukar informasi
untuk menindaklanjuti transaksi jual belinya. Tindak lanjut dari transaksi
biasanya berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman
barang.”> Apabila transaksi jual beli online telah disepakati maka timbullah
hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Hubungan hak dan kewajiban itu
diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban
dalam hidup bermasyarakat.> Namun dalam praktiknya sikap kepercayaan
saja nyatannya tidak cukup memberikan kepastian hukum bagi sesama
manusia yang melakukan perjanjian jual beli.

Untuk mencapai suatu perlindungan hukum dibidang perdangangan
maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan yang
mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunnya adalah UU
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang
tersebut dirancang guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak
hanya bagi konsumen tetapi juga melindungi pelaku usaha. Adannya

perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum atas berbagai

! Esti Ropikhin, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Pembuatan Perjanjian ”, ejurnal
Undip Semarang, 2010, 10

? Marcella Elwina, ”Aspek Hukum Transaksi (Perdagangan) Melalui Media Elektronik (E-
Commerce) Di Era Global: Suatu Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen”, ejurnal
UMM, 2009, 2

¥ Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: FH
Ull, 1990), 7



permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo,*
perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
(HAM) vang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada
masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Dalam transaksi jual beli online kerap kali terjadi pelanggaran hak-
hak dari para pihaknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen
maupun pelaku usahanya. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi
suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat apabila ada hak-haknya yang
dilanggar. Seperti yang terjadi dalam transksi dengan sistem jual beli online
sistem pre order. Transaksi penjualan dengan sistem pre order hanya
memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang
digunakan sebagai media berjualan. Dalam akad pre order, pembeli harus
memberi atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi
minimal 50% dari jumlah biaya yang harus dibayarkan, dan setelah barang
jadi pihak pembeli melunasi kekurangan uang muka atau dibayar secara
penuh tergantung kesepakatan. Walaupun sudah dipersyaratkan uang muka
namun masih saja terjadi kasus hit dan run yaitu perbuatan konsumen yang
memesan barang kemudian hilang kabar dan melakukan pembatalan secara
sepihak. Apabila konsumen melakukan perbuatan hit dan run maka
konsumen tersebut telah beritikad tidak baik dalam melakukan transaksi

pembelian barang atau jasa.

* Satijipto Raharjo, 1lmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2000), 53



Dalam praktiknya kasus hit dan run yang dapat merugikan pelaku
usaha. Hal ini kerap dialami oleh ibu-ibu rumah tangga yang mana mereka
menjalankan pre order dalam jual belinya dengan bermodalkan smartphone.
Mereka menawarkan produk-produk barang yang dijual melalui katalog foto
produk yang kemudian apabila ada yang beli mereka akan memesankan
barangnya. Namun permasalahan yang kerap terjadi dalam sistem pre order
jual beli online ini yaitu adannya konsumen yang melakukan pembatalan
sepihak tanpa adannya konfimasi kepada penjual atau dropshipper. Ketika
konsumen telah menyepakati untuk order barang melalui sistem pre order
maka seharusnya ia melaksanakan perjanjian pre order tersebut sebagaimana
kesepakatan yang diperjanjikan.

Sistem pre order banyak digunakan oleh pelaku usaha online shop
yang bertindak sebagai dropshipper atau reseller selain itu juga dapat
diterapkan oleh pelaku usaha di bidang crafting. Sebagaimana kasus yang
dialami salah satu online shop Mars Venus Store yang bertindak sebagai
distributor membuka pre order baju dengan jangka waktu dan kuota tertentu
dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh penjual mulai dari
harga barang, spesifikasi barang, dan waktu pengiriman. Konsumen yang
sepakat melakukan pembelian baju melalui pre order harus melakukan
transfer uang muka setengahnya sebagai tanda persetujuan untuk memesan
barang. Setelah kuota pre order terpenuhi maka pihak penjual akan merekap

siapa saja yang telah mengikuti pre order tersebut dan segera memesankan



baju sesuai pesanan dari konsumennya dan setelah barang siap akan dikirim
ke alamat konsumen masing-masing.

Namun pada kasusnya justru konsumen yang lalai akan kewajibannya.
Konsumen yang telah memesan barang berupa baju melalui pre order dan
telah disetujui oleh penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen
membatalkan pesanan secara sepihak dan tidak melakukan transfer pelunasan
sebagaimana yang telah diperjanjiakan diawal. Pihak penjual telah melakukan
perpanjangan waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar
pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung memenubhi
kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa keterangan
apapun kepada penjual. Akibat dari perbuatan tersebut pelaku usaha
memblacklist konsumen yang melakukan hit dan run.

Perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order tersebut juga kerap
dialami oleh pelaku usaha dalam bidang crafting. Seperti pelaku usaha telah
menerima pesanan pembuatan busana atau sesuatu barang yang
membutuhkan waktu produksi sehingga pelaku usaha membuka pre order.
Namun setelah ada kesepakatan pemesanan ternyata konsumen membatalkan
secara sepihak tanpa ada keterangan apapun. Hal tersebut tentunya sangat
menjengkelkan bagi pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan
modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi orderan barang yang
diminta ternyata secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja.

Dalam Islam jual beli antara manusia dengan sesama telah diatur

syariat Islam dalam bentuk hukum muamalah agar tidak terjadi ketimpangan-



ketimpangan yang menimbulkan permusuhan antar sesama. Muamalah telah
mengatur agar manusia dalam melakukan berbagai aktifitasnya dengan
sesama harus saling rela dan dengan cara yang wajar serta halal agar tidak
merugikan salah satu pihak sehingga hak dan kewajiban masing-masing
pihak terpenuhi. Berkaitan dengan transaksi jual beli online dimana barang-
barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-
batas wilayah maka perlidungan terhadap konsumen maupun pelaku usaha
menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Dalam hal ini perwujudan
rukun dan syarat perjanjian jual beli online dilakukan melalui sistem digital.
Perubahan perilaku bisnis melalui sistem jual beli online dibenarkan menurut
konsep syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.”
Perbuatan jual beli online dengan sistem pre order atau pesanan
didalam hukum Islam identik dengan akad salam dan istishna’. Dalam Islam
ketika bertransaksi dengan sesama dilarang untuk berbuat curang dan
merugikan orang lain. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli penjual dan
pembeli harus menepati janji sebagaimana yang telah disepakati.

Sebagaimana perintah dalam Al qur’an Surat Al Maidah : 1

59anlly lgbol lanal I Ll b
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji....”
Berdasarkan uraian diatas maka perlu adannya kepastian hukum dari

pihak penjual yang merasa dirugikan akibat perbuatan-perbuatan kosumen

® Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. (Malang:
UIN-Maliki Press, 2011), 136



yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjiannya baik dalam
hukum positif maupun hukum Islam. Dari perbuatan konsumen semacam itu
maka memunculkan isu hukum berupa kasus-kasus yang dialami oleh
masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikannya membutuhkan analisis hukum
untuk melindungi hak pelaku usaha atas tindakan konsumen yang kurang
baik. Apakah pihak pelaku usaha harus pasrah saja atas perlakuan konsumen
nakal yang kerap dialami oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut maka bagaimana tinjuan yuridisnya
tentang pembatalan sepihak pre order jual beli online tersebut, apakah bentuk
perlindungan yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku usaha atas
perbuatan konsumen yang beritikad tidak baik serta apakah perbuatan
konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan
oleh pihak konsumen. Hal tersebut tentunya membutuhkan analisis hukum
yang jelas agar pelaku usaha memperoleh hak perlindungan hukum
sebagaimana yang ditentukan dalam perundang-undangan dan hukum Islam.
Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “Perlindungan
Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen
Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Islam.”

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang

akan dibahas pada penelitian ini, sebagai berikut:



Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan
sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online

menurut hukum positif?

. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan

sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online

menurut hukum Islam?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin

dicapai adalah, sebagai berikut:

ik,

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat
pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli

online menurut hukum positif.

. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat

pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli

online menurut hukum Islam.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun praktis dan diharapkan dapat memberikan tambahan

kontribusi bagi pokok-pokok kepentingan baik untuk kepentingan praktis

maupun teoritis antara lain sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan khususnya



hukum perdata, serta menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan
peneliti khususnya tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha atas
pembatalan sepihak sistem pre order (PO) jual beli online.

2. Manfaat Praktis

Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir
dinamis, sekaligus untuk untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh serta untuk mengetahui permasalahan
yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk
pemikiran kepada masyarakat atau pihak pihak yang menghadapi
permasalahan mengenai hak-hak pelaku usaha untuk mendapatkan
perlindungan hukum khususnya yang menggunakan sistem pre order
online dalam transaksi jual belinya. Selain itu diharapkan dapat membuat
masyarakat lebih berhati-hati untuk melakukan perjanjian jual beli
khususnya pada transaksi online dengan sistem pre order agar nantinya
tidak ada masalah hukum yang timbul dikemudian hari.
E. Definisi Operasional
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO)

Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, maka perlu

dijelaskan arti dari kata yang ada dalam judul tersebut, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh

hukum dengan cara atau perbuatan tertentu sebagai upaya melindungi hak
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hak para pihak. Perlindungan hukum dapat berupa perlindungan yang
bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk
lisan maupun yang tertulis.

. Pembatalan Sepihak

Pembatalan sepihak adalah suatu pembatalan atas suatu persetujuan atau

perjanjian yang telah disepakati bersama.

. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi

. Pre Order

Pre Order (PO) adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan
membayar terlebih dahulu diawal, dengan masa tenggang waktu tunggu
(estimasi/perkiraan) kedatangan barang.

Hukum Positif

Hukum Positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak bagi
pelaku usaha dalam proses transaksi jual beli. Dalam hal ini adalah aturan

yang terdapat dalam KUH Perdata, UU Perlindungan Konsumen, UU
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Informasi dan Teknologi Elektronik dan PP Penyelenggara Sistem
Teknologi Elektronik.
6. Hukum Islam
Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Figh
Muamalah dan KHES berkaitan dengan akad salam dan istishna.
F. Metode penelitian
Metode penelitian merupakan cara-cara tertentu untuk melakukan
suatu penelitian agar mendapatkan data-data yang valid dengan tujuan dapat
ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.
Adapun metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis
menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum. Penelitian hukum normatif atau metode penelitian
hukum kepustakaan adalah metode yang dipergunakan di dalam penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.’
Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yaitu

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat

® Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), 13-14
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pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli
online menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Pendekatan Penelitian

Didalam Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dengan
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam
pendekatan penelitian ini penulis menggunakan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach),” dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).

Pendekatan undang-undang (Statute Approach), yaitu pendekatan
yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang
terkait dengan isu hukum yang dikaji. Dalam hal ini penulis menelaah
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Teknologi Elektronik serta Peraturan Pemerintah PSTE. Pendekatan
konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam
penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian
permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep
hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai
yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan

konsep-konsep yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menemukan

" Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), 93
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beberapa definisi undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan

dengan judul penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum nurmatif ini yang dikaji adalah bahan-bahan
hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat kepustakaan. Bahan-bahan

hukum tersebut terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari
sumber datannya, dalam penelitian ini maka yang menjadi data primer
adalah Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik,
hukum Al Quran dan Hadits serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini
berupa pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, karya ilmiah,
artikel-artikel, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
arsip-arsip resmi serta dokumen yang berkaitan dengan materi
penelitian.® Yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat

kabar, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau

# Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 3
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sarjana hukum serta diperoleh dari artikel dan sumber lain yang
dianggap relevan dan mendukung pemecahan masalah yang diteliti
dalam penelitian ini.
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian
ini yaitu dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang
disebut dengan bahan sekunder dengan mengumpulkan berbagai ketentuan
perundang-undangan, mengumpulkan literatur, dan mengakses internet
berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Tahap-
tahap pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka adalah sebagai
berikut:

a. Melakukan inventarisasi hukum positif maupun hukum Islam dan
bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

b. Penelusuran kepustakaan melalui jurnal hukum dan artikel elektronik
kemudian dan mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan
dengan permasalahan.

c. Menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan berhubungan dengan
masalah yang dibahas, serta dianalisis untuk menginterprestasikan
hukum yang berlaku untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek

penelitian.
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5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam pengolahan bahan hukum dijelaskan tentang prosedur
pengolahan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang
digunakan. Dalam penelitian ini metode pengolahan bahan hukum yang
penulis gunakan yaitu dengan cara editing,” Pembenaran apakah bahan
hukum yang terkumpul melalui studi pustaka,dan dokumen yang sudah
dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
Langkah selanjutnya coding, yaitu Pemberian tanda pada bahan hukum
yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda,
symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok atau
klasifikasi bahan hukum menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan
untuk menyajikan hukum secara sempurna, memudahkan rekonstruksi
serta analisis bahan hukum. Kemudian Penyusunan atau sistematisasi
bahan hukum (constructing/systematizing) yaitu mengelompokkan secara
sistematis bahan hukum yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut

klasifikasi bahan hukum dan urutan masalah.*

. Metode Analisis Bahan Hukum

Sedangkan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan
dengan cara mensistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan
hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang
dilakukan dengan memahami dan merangkai bahan hukum yang telah

diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam hal

9 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 103
°Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyumedia, 2007),

296
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ini maka penulis menggunakan metode analisis berupa deduktif yaitu
menganalisis dengan cara menerangkan bahan-bahan hukum ada yang
bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam
melakukan seleksi bahan hukum hasil penelitian tersebut harus secara
sistematis dan pragmatis, yang dilakukan dengan logis dengan mencari
keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk
mendapatkan gambaran umum hasil penelitian.
G. Penelitian Terdahulu
Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan
kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa
skripsi maupun jurnal hukum yang masih ada hubungan dan relevansinya
dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widyananda Yudikindra dan Siti
Malikhatun Badriyah, mahasiswi Program Studi Magister IImu Hukum,
Universitas Diponegoro  Semarang, tahun 2016 dengan judul
“Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang
Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi
Pada Pt. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta).™

Dalam penelitian jurnal hukum ini yaitu membahas tentang sengketa
dengan konsumen dalam penyelenggaraan jasa pengiriman paket barang

domestik justru diciderai sendiri oleh konsumen, yakni dengan melakukan

" Widyananda Yudikindra dan Siti Malikhatun Badriyah, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku
Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak
Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)),” Jurnal Law Reform, Universitas
Diponegoro Semarang, Fakultas Hukum, Program Studi Magister limu Hukum, 2016
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kekhilafan atau kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Dalam penelitian
tersebut pembelaan PT. Pos Indonesia dengan membuktikan letak
kesalahan pada konsumen membawa konsekuensi perjanjian menjadi tidak
sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Adanya
ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1999, UU Nomor 38 Tahun 2009 maupun
Keputusan  Direksi  PT. Pos Indonesia  (Persero)  Nomor:
KD.65/DIRUT/0812 hanya menunjukan perlindungan hukum secara
represif untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti
terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang bentuk perlindungan hukum
akibat pelanggaran hak yang dilakukan oleh konsumen yang diberikan
oleh UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada posisi kasus yang
melatarbelakanginya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nursafitri, Mahasiswa Fakultas Syariah
dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda
Aceh, Tahun 2016 dengan judul yaitu “Tinjuan Hukum Islam Terhadap
Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan Secara Drop Order (DO)
Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan

Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)”. 12

" Nursafitri, “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Bahan Bangunan
Secara Drop Order (DO) Oleh Pembeli di Kecamatan Indrajaya (Analisis Terhadap Pembatalan
Sepihak dalam Konsep jual beli Salam)”, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri
(UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016
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Dalam penelitian ini Saudara Nursafitri menitikberatkan tentang
implikasi dan penyelesaian terhadap pembatalan akad jual beli secara
Drop Order (DO) bahan bangunan bagi pihak penjual dan pembeli serta
membahas bagaimana tinjuan Hukum Islam terhadap pembatalan sepihak
yang dilakukan oleh pembeli dalam akad jual beli secara Drop Order (DO)
tersebut. Dalam penelitian tersebut menunjukan bahwa implikasi bagi
pihak penjual disamping rugi juga menguntungkan, begitupun pihak
pembeli yang juga mendapatkan keuntungan walaupun adannya kerugian.
Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pembatalan sepihak yang sah
karena telah berdasarkan jalan arbitrase atau perdamaian serta keridaan
antara pihak-pihak yang melakukan akad.

Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti
terdahulu yaitu membahas mengenai pembatalan sepihak oleh pembeli
dalam jual beli menggunakan akad salam yang ditinjau dari hukum Islam,
sedangkan perbedaannya adalah sistem pemesanan yang digunakan dalam
jual beli tersebut serta tinjuan hukumnya menurut hukum positif.

3. Penelitian Yang Dilakukan Oleh Erwin Trisno, Mahasiswa Progam Studi
[Imu Hukum, Universitas Tanjungpura, Tahun 2013 dengan Judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh
Konsumen (Studi Kasus Pada Win One Karaoke)”. 13

Dalam penelitian ini Erwin Trisno membahas tentang perlindungan

hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan

® Erwin Trisno, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Dirugikan Oleh Konsumen
(Studi Kasus Pada Win One Karaoke)”, Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Progam Studi
lImu Hukum, 2013
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konsumen pada Win One Karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana
meskipun dalam Pasal 6 ayat b UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha.
Pelaku usaha mendapatkan tindakan tidak baik dari konsumen, dan
konsumen tidak mau bertanggung jawab secara penuh atas itikad tidak
baik atau pengrusakan yang dilakukan. Dalam penelitian tersebut
dianalisis faktor penyebab terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh
konsumen pada Win One Karaoke. Kemudian upaya hukum yang dapat
dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan
tersebut yaitu dengan melakukan upaya baik secara legalitas maupun non
legalitas, tetapi persoalan yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha
win one karaoke selama ini yang terjadi diselesaikan dengan cara
musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

Adapun kesamaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu
adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang terdapat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
atas kerugian pelaku usaha akibat perbuatan konsumen. Sedangkan
perbedaannya dengan penelitian terdahulu adalah terdapat pada posisi
kasus yang melatarbelakanginya.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No | Nama/PT/Tah Judul Persamaan Perbedaan
un

1. | Widyananda Perlindungan Persamaan 1. Penelitian
Yudikindra Hukum Bagi dalam penelitian ini
dan Siti Pelaku Usaha ini adalah sama- menggunak
Malikhatun Jasa Pengiriman | sama membahas an
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Badriyah/ Paket Barang tentang bentuk pendekatan
Universitas Domestik Atas perlindungan yuridis
Diponegoro Tindakan hukum akibat empiris
Semarang/ Konsumen Yang | pelanggaran hak . Perbedaann
2016 Beritikad Tidak yang dilakukan ya adalah
Baik (Studi Pada | oleh konsumen terdapat
Pt. Pos Indonesia pada posisi
(Persero) kasus yang
Yogyakarta) melatarbela
kanginya.
Nursafitri/ Tinjuan Hukum Persamaan . Menggunak
Universitas Islam Terhadap dalam penelitian an metode
Islam Negeri Pembatalan Akad | ini adalah penelitian
(UIN) Ar- Jual Beli Bahan tentang deskriptif
Raniry Bangunan Secara | pembatalan analisis.
Darussalam Drop Order (DO) | sepihak oleh . Perbedaann
Banda Aceh Oleh Pembeli di pembeli dalam ya adalah
/2016 Kecamatan jual beli sistem
Indrajaya menggunakan pemesanan
(Analisis akad salam yang dalam jual
Terhadap ditinjau dari belinya dan
Pembatalan hukum Islam tinjuan
Sepihak dalam hukum
Konsep jual beli yang
Salam) digunakan
untuk
menganalis
a.
Erwin Trisno/ | Perlindungan Persamaan . Penelitian
Universitas Hukum Terhadap | dalam penelitian ini
Tanjungpura/ | Pelaku Usaha ini adalah menggunak
2013 Yang Dirugikan tentang an
Oleh Konsumen | perlindungan pendekatan
(Studi Kasus Pada | hukum yang yuridis
Win One terdapat sosiologis
Karaoke) Undang-Undang . Perbedaann
Nomor 8 Tahun ya adalah
1999 Tentang terdapat
Perlindungan pada posisi
Konsumen atas kasus yang
kerugian pelaku melatarbela
usaha akibat kanginya.

perbuatan
konsumen.




H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan

proposal ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka

penulis menyusun proposal ini dengan sistem perbab, dan dalam bab

terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB |

BABII :

BAB Il :

BAB IV :

Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang
proposal ini dibuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode
penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
Tinjuan Pustaka

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis
sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis
masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi,
baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan
dengan permasalahan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
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Pada bab ini dipaparkan Hasil penelitian dan pembahasan dalam

penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang

diangkat dalam penelitian.
Penutup
Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini. kesimpulan



dijadian sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang
ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk

memberikan partisipasi terhadap judul vyang diangkat.

22



BAB Il

TINJUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum
1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan utama, hal
tersebut berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat
mengakomodasi kepentingan-kepentingan dan hak subjek hukum secara
komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang
diakui secara resmi di dalam Negara, sehingga dapat dilaksanakan secara
permanen.’* Pengertian dari perlindungan hukum tersebut banyak ahli
mengungkapkan pengertian yang berbeda-beda diantarannya adalah
sebagai berikut:

a. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal
dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.™

b. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk

melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau

Y“Wwahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandar
Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007), 30

Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia., (Surabaya: PT Bina Ilmu,
1987), 25
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http://s-hukum.blogspot.com/2015/09/perlindungan-hukum.html
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kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan
adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.'°

c. Menurut CST. Kansil perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari
perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja.
Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya
hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai
subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta
lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan
kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.'’

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan
kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat, baik perlindungan itu
yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang berbentuk
lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain bahwa perlindungan hukum
tersebut sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu, yang
memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban,
kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Berdasarkan hal tersebut maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu
perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan cara atau perbuatan

tertentu sebagai upaya melindungi para pihak.

16 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

Y csT Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980),
102.
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2. Macam-Macam Sarana Perlindungan Hukum
Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum
ada dua macam vyaitu:
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan
kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum
suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya
adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif
sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada
kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang
preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia
belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan
Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan
hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah
dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
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Selain itu prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan
adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama
dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.'®
B. Teori Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az Nasution adalah
hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat
mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan
konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-
asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah
antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup.*®
Pengertian Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka
1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang
selanjutnya disingkat UUPK adalah “segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Sedangkan pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 UU
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap
orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain

dan tidak untuk diperdagangkan”.

'® Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, 30.
' Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9
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Sementara itu, pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1
Angka 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha
a. Hak dan Kewajiban konsumen
Hak Konsumen diatur pada Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen menetapkan sembilan  hak
konsumen.?® Selain mempunyai hak konsumen juga dibebankan
kewajiban yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999. Hak
dan kewajiban konsumen akan dicantumkan dalam tabel berikut:
Tabel 2.1
Hak Konsumen Kewajiban Konsumen
1. Hak atas keamanan dan | 1. Membaca atau mengikuti
keselamatan dalam petunjuk  informasi  dan
mengkonsumsi barang prosedur pemakaian atau
2. Hak  untuk  memperoleh pemanfaatan barang demi
informasi yang benar, jelas, keamanan dan keselamatan.
dan jujur mengenai kondisi | 2. Beritikad baik dalam
dan jaminan barang melakukan transaksi
3. Hak untuk  memilih dan pembelian barang.
mendapatkan barang yang | 3. Membayar sesuai dengan
sesuai dengan nilai tukar dan nilai tukar yang disepakati.
kondisi dan jaminan barang 4. Mengikuti upaya
4. Hak untuk didengar penyelesaian hukum
% Abdu Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, (Banjarmasin: FH Unlam Press),

2008, 23
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pendapat dan keluhannya sengketa perlindungan
atas barang yang konsumen secara patut.
digunakan

5. Hak untuk mendapatkan
perlindungan  dan  upaya
penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen
secara patut

6. Hak untuk  memperoleh
kebutuhan hidup

7. Hak untuk memperoleh ganti
kerugian

8. Hak untuk  memperoleh
lingkungan hidup yang bersih
dan sehat

9. Hak  untuk  memperoleh
pendidikan konsumen.?

b. Hak dan kewajiban pelaku usaha
Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun
1999. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU
Nomor 8 Tahun 1999.% Hak dan kewajiban pelaku usaha secara rinci

disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Hak Pelaku Usaha Kewajiban Pelaku Usaha

1. Hak untuk menerima | 1. Beritikad baik dalam
pembayaran yang sesuai melakukan kegiatan
dengan kesepakatan usahanya;
mengenai kondisi dan | 2. Memperlakukan atau
nilai tukar barang melayani konsumen secara
dan/atau jasa yang benar dan jujur serta tidak
diperdagangkan; diskriminatif;

2. Hak untuk mendapat | 3. Menjamin  mutu  barang
perlindungan hukum dari dan/atau jasa yang diproduksi
tindakan konsumen yang atau diperdagangkan

*! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
22 Abdu Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen, 38
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beritikad tidak baik; berdasarkan ketentuan
3. Hak untuk melakukan standar mutu barang dan/atau
pembelaan diri sepatutnya jasa yang berlaku;

di dalam  penyelesaian | 4. Memberika kompensasi,

hukum sengketa ganti rugi, apabila  barang

konsumen. dan/jasa yang diterima atau
dimanfaatkan konsumen
tidak  sesuai dengan
perjanjian.

3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen
Adapun asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UU Nomor 8

Tahun 1999, yaitu:

a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya
dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha
secara keseluruhan.

b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti
materiil dan spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk

memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen
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dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang
dikonsumsi dan digunakan.

e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin
kepastian hukum.

C. Perjanjian Jual beli
1. Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata
a. Pengertian Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian dimana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak
lain untuk membayar harga benda yang telah di perjanjiakan.?®
Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Pengertian jual beli menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian yang mana
pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu
barang/ benda, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di
janjikan.?*

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1457 KUH
Perdata diatas, maka unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli adalah

sebagai berikut:

#* Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, ( Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2014),
317
** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457
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a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli

b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan
harga

c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan

pembeli.

Perjanjian jual beli tersebut mempunyai sifat konsensualisme
yang ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi “jual
beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah
mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.® Oleh karena itu
unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga,
dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga

dan benda yang menjadi objek jual beli.

b. Subjek dan Objek Jual beli
Perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan hukum. Subjek
dari perbuatan hukum adalah Subjek Hukum. Subjek Hukum terdiri
dari manusia dan badan hukum. Dalam kegiatan jual beli maka akan
ada proses tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak. Dua pihak
tersebut disebut sebagai subjek hukum yang terdiri dari pihak penjual
dan pihak pembeli. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum

dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual

%> Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 356
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dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau

sudah menikah.

Sedangkan yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah
semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut
tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya. Dalam Pasal 1460 KUH
Perdata dijelaskan bahwa jika barang yang dijual itu berupa barang
yang sudah ditentukan maka sejak saat pembelian barang itu menjadi
tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan
penjual berhak menuntut harganya.?® Benda yang menjadi objek jual
beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan baik bentuk wujud,
jelas, jumlah maupun harganya dan benda tersebut memang benda yang
boleh di perdagangakan. Oleh karena itu, benda yang di jual belikan itu
statusnya jelas dan sah menurut hukum dan diketahui jelas oleh pihak

pembeli.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli
Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah
satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai
perbuatan jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :
a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
Syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan melakukan
akad adalah sebagai berikut:

1) Berakal, artinya orang gila tidak sah jual belinya

?® Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 357
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2) Dengan kehendak sendiri

3) Tidak mubazir (pemborosan)

4) Baligh (dewasa)
b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli

Syarat yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek jual

beli adalah sebagai berikut:

1) barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal

2) barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat

3) barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah

menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
4) Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus berada
benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaanya.
c) Shigat (ljab gabul). %’
d. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli
Setiap perbuatan hukum maka akan menimbulkan hak dan

kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian jual beli
tersebut. Adanya persetujuan jual beli tersebut membebankan hak dan
kewajiban yaitu :
a) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli

membayar harga sedangkan penjual berkewajiban  untuk

menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

?” Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar
Grafika, 1996), 34
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b) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual
menyerahkan barangnya yang telah dibeli sedangkan pembeli
berkewajiban membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.”®

e. Keabsahan Jual Beli

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata
antara lain yaitu:
a) Adanya kesepakatan mengikatkan dirinnya
Kesepakatan merupakan kesesuaian, kecocokan, pertemuan
kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan
kehendak yang disetujui antara masing-masing pihak. Unsur-unsur
kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini yaitu:*°
1) Adannya offerte (penawaran) vyaitu pernyataan pihak yang
menawarkan
2) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima
penawaran.
b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian
haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan
hukum. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan bahwa orang-
orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu:

1) Anak dibawah umur atau belum dewasa

%% CST. Kansil, Modul Hukum Perdata, (Jakarta: Pradya Paramita), 2010, 238
?® Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku 111, (Bandung: Alumni, 2006), 98
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2) Orang yang dibawah pengampuan
3) Istri
c¢) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332
sampai dengan Pasal 1334 KUH Perdata). Objek perjanjian yang
dikategorikan pasal tersebut yaitu:

1) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat
dihitung.

2) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dapat
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek
perjanjian).

d) Suatu sebab yang halal
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian
oorzaak (clausa yang halal), dan hanya disebutkan clausa yang
terlarang didalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebeb adalah
terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan,

dan ketertiban umum.

f. Perjanjian Jual Beli Online

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur
dalam KUH Perdata, sedangkan perjanjian jual beli melalui internet
atau yang biasa disebut sebagai jual beli e-commerce merupakan
model perjanjian jual beli yang mempergunakan sarana modern berupa

internet sebagai media transaksi. E-commerce merupakan suatu
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transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau
dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk
mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Berdasarkan hal
tersebut maka terdapat tiga unsur penting dalam e-commerce yaitu:*
a) Terjadinnya transaksi antara dua pihak atau lebih
b) Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik
c) Bertujuan untuk memperdagangkan barang atau jasa

Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak terkait di
dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu
bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan
sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat
dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pelaku usaha
yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib
menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan
produk secara lengkap dan benar.

Syarat sahnya perjanjian jual beli yang sudah tertuang didalam
Pasal 1320 KUH Perdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat
sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Dalam perjanjian
konvensional, e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak

untuk memberikan suatu prestasi, dan dampak dari perikatan itu adalah

*® Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal. 126
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timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang

terlibat.

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan
proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara
penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima
persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima
konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan,
selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang
dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada
proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian
tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir,

Jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet
yang dapat mempercepat dan mempermudah transaksi jual beli tersebut.
Dalam UU ITE juga dijelaskan beberapa ketentuan berkaitan dengan
jual beli online, diantarannya yaitu:

1) Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik
harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. (Bab
Il Pasal 9)

2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan

interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau
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Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17
ayat 2).
3) Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi
dan/atau transaksi elektronik (Pasal 8)
g. Wanprestasi dalam jual beli

Suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu akibat hukum
apabila salah satu pihak baik pelaku usaha ataupun konsumen tidak
menjalankan kewajibannya dengan baik. Konsumen akan melakukan
keluhan (complain) apabila hasil yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian pada saat transaksi jual beli yang telah dilakukan. Suatu
perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihaknya dapat
memenuhi prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjiakan bersama
sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Namun adakalanya suatu
perjanjian tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik akibat adannya
wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihaknya baik dari penjual
maupun dari pembeli.

Menurut Sarwono yang dimaksud wanprestasi adalah tidak
dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian baik
sebagian atau seluruhnya.®* Wanprestasi atau cidera janji adalah tidak
terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah
disepakati didalam kontrak. Tindakan wanprestasi ini membawa

konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan, menuntut pihak

*! Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011, 304.
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yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau
penggantian. Menurut Subekti bentuk-bentuk wanprestasi ada empat
macam vyaitu:*?
a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan
c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
2. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam
a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah figh disebut dengan al-bai " dalam bahasa
Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy-
syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai “berarti jual beli. Secara
terminologi, jual beli ialah pertukaran suatu barang dengan barang yang
lain atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang
satu pemilik kepada pemilik lainnya atas dasar keadilan, suka sama
suka, rela sama rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan yang
lain.®

Sedangkan jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah adalah jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran
benda dengan uang.®* Dengan demikian jual beli melibatkan dua

pihak, dimana satu pihak menyerahkan uang sebagai pembayaran atas

**R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1987), 62
*Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 67
** Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 2
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barang yang diterima dari penjual, dan pihak yang lainnya
menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari
pembeli.
b. Dasar Hukum Jual Beli
Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an,
35

sunnah, dan ijma’:

a) Berdasarkan Al-Qur’an diantaranya:

L e ol &) -0y

Artinya: “ Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
(Al- Bagarah : 275)

Pl o HE 055 0T UL Sy Sl 1USTTY fgadls )l Lol
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
(An-Nisa: 29).

b) Berdasarkan Sunnah
Rasulullah Saw. Bersabda:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra.: Bahwasannya Nabi SAW ditanya:

pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab: “ialah orang

% Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 74-75
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yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”.
(H.R Al-Bazzar dan disahkan Hakim).
Rasulullah SAW, bersabda:
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling
meridhoi) (HR. lIbnu Hibban dan Ibnu Majah).

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah
satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai
perbuatan jual beli. Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada
empat, yaitu:*

a) Bai’ (penjual)

b) Mustari (pembeli)

¢) Shighat (ijab dan gabul)

d) Ma’qud ‘alaih (benda atau barang).

Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah
memenuhi rukun dan syarat tertentu. Adapun syarat dari jual beli adalah
terdiri dari:

a) Syarat yang berkaitan dengan shighot (pernyataan), yaitu ijab dan
gabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafadz yang

jelas (sharih) bukan secara sindiran (kinayah) yang harus

*® Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, 76



42

membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Para

ulama’ menetapkan tiga syarat dalam ijab dan qabul, yaitu:37

1) ljab dan gabul harus jelas maksudnya sehingoa dipahami oleh
pihak yang melangsungkan akad.

2) Antara ijab dan gabul harus sesuai dan tidak diselangi dengan
kata-kata lain antara ijab dan gabul.

3) Antara ijab dan gabul harus bersambung dan berada di tempat
yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang
sudah diketahui oleh keduanya.

b) Agidayn (yang membuat perjanjian), yaitu penjual dan pembeli,
dengan syarat keduanya harus sudah baligh dan berakal sehingga
mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Adapun syarat-
syarat bagi orang yang melakukan akad adalah sebagai berikut:®
1) Aqil (berakal), jadi anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang

gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa kontrol
pihak walinya.

2) Tamyiz (dapat membedakan), yaitu mempunyai kesadaran untuk
membedakan yang baik dan yang buruk.

3) Mukhtar (bebas atau kuasa memilih), yaitu bebas melakukan
transaksi jual beli tanpa paksaan dan tekanan.

C) Ma’qud ‘alaih, yaitu barang yang dijualbelikan. Barang yang boleh

diperjualbelikan terdapat lima syarat diantarannnya vyaitu: suci,

¥ Rahmat Syafe’i, Figih Muamalah, 51-52
% Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 79-81
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bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan dapat diketahui
keadaannya.*

d) Ada nilai tukar pengoanti barang (harga barang). Dan pada zaman
sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat nilai
tukar barang.*® Adapun ketentuan harganya adalah sebagai berikut:
1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), namun

apabila barang itu dibayar kemudian (hutang), maka waktu
pembayarannya harus jelas waktunya.
3) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang
dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara’.
d. Pembatalan Jual beli dalam Islam
Pembatalan dalam jual beli pada hakikatnya boleh dilakukan.

Hal tersebut didasarkan bahwa akad jual beli merupakan sebuah akad

yang jaiz yang dapat menerima pembatalan dengan hak pilih (khiyar).

Selain itu pembatalan yang menyebabkan terlepasnya akad jual beli

dalam islam ada 3 yaitu:**

a) Keadaan akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak

mengikat), artinya pembatalan karena ada hak khiyar.

¥ Hadi Mulyo Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, Semarang: CV Adhi Grafika,
1992), 378

“0 Hadi Mulyo Shobahussurur, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, 379

* Wahbah Az Zuhaili, Al Figh Al Islami Wa Adilatuhu jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 594
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b) Fasakh, yaitu pembatalan akad jual beli yang dilakukan secara
sepihak karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya
fasakh tersebut.

c) lgalah, yaitu pembatalan akad yang dilakukan dengan kerelaan atau
keridhaan masing masing pihak yang berakad.

e. Macam-Macam Jual Beli
Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga
macam:*?

a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad
jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan
penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual
beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
(kontan), atau perjanjian sesuatu yang penyerahan barang barangnya
ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga
yang telah ditetapkan ketika akad.

c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli
yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau
masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari
curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan

kerugian salah satu pihak.

* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 75-76
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Dari segi pertukaran jual beli dibedakan menjadi empat
macam:*®

a) Bai’ al-muagayadhah, vaitu jual beli barang dengan barang, atau yang
lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.

b) Ba’i al-muthlag, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara
tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlag, seperti
dirham, dolar atau rupiah.

c) Ba’i al-sharf, yaitu jual beli saman (alat pembayaran) dengan saman
lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran
lainnya yang berlaku secara umum.

d) Ba’i as-salam, yaitu jual beli melalui pesanan yang mana dengan
cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang
diberikan di kemudian.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi
menjadi tiga bagian, yaitu:**

a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang
dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan
isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan
kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau
kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau

surat menyurat. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli

* Wahbah Az Zuhaili, Al Figh Al Islami Wa Adilatuhu jilid 4, 595-596
* Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 77-78.
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tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro.
Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara’.
c¢) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan
istilah mu 'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa
ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah
bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian
memberikan uang pembayaranya kepada penjual.
Ditinjau dari pembayaran jual beli dibagi menjadi tiga yaitu:
a) Jual beli murabahah
1) Pengertian dan dasar hukumnya
Muabahah menurut bahasa diartikan saling menambah
(menguntungkan). Jual beli murabahah hakekatnya adalah
menjual barang dengan harga (modal) yang diketahui kedua
penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang jelas.*
Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat
transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai,
tangguh ataupun dicicil.*®
Dasar hukum akad murabahah ini adalah ayat Al-Quran yang
secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman

Allah:

L) ey ) 1 Ty

*> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Daarul
Haq, 2004), 198

% Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Zikrul Hakim,
2003), 39
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Artinya:“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba” (QS. Al-Bagarah:275).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

Y ot Lty asglally ol L) ) A e
”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual
dengan pembayaran secara tangguh, mugaradhah (nama lain
dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk
keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah)

2) Rukun dan Syarat Murabahah
Rukun Murabahah terdiri dari lima rukun yaitu:
(@) Penjual (Bai’)
(b) Pembeli (Musytari’)
(c) Barang/Obyek (Mabi’)
(d) Harga (Tsaman)
(e) ljab Qabul (Sighat)
Sedangkan syarat murabahah adalah sebagai berikut:
(@) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasababh;
(b) Kontrak pertama harus sah sesuali dengan rukun yang
ditetapkan;
(c) Kontrak harus bebas riba;
(d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat

atas barang sesudah pembelian;
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(e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian.*’
b) Jual Beli Salam
1) Pengertian jual beli salam dan dasar hukumnya
Jual beli salam (pesanan) adalah menjual suatu barang yang
penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-
cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal
terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian
hari.*® Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli
salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli
yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan
barang.*® Pada umumnya penjual meminta uang muka lebih dulu
sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal.*® Jual beli
salam dalam KHES diatur dalam Pasal 100-103, yang akan
diuraikan sebagai berikut:
Pasal 100
(1) Akad ba’i salam terikat dengan adannya ijab dan qabul seperti
dalam penjualan biasa.
(2) Akad ba’i salam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan kebiasaan dan kepatutan.

Pasal 101

* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat 21

*® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2004), 143

* Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 112.

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), 144
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(1) Ba’i salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan
kualitas barang sudah jelas.

(2) Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan
dan/atau meteran.

(3) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara
sempurna oleh para pihak.

Pasal 102

Ba’i salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual,

waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam ba’i salam dapat dilakukan pada waktu

dan tempat yang disepakati.

Adapun dasar hukum jual beli salam terdapat dalam Al
Quran dan hadis Nabi Saw.
(@) Dasar hukum jual beli salam dalam al Qur’an, surat Al-

Bagarah [2] ayat 282.

0551 ponnn ol L s @mal3 13] gl ) Lef
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” (QS Al-

Bagarah: 282).
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(b) Dasar hukum jual beli salam dalam hadis
“Hadis Ibnu Abas radiallahu anhuma berkata: Nabi SAW
datang ke madinah, dimana penduduknya senantiasa
memesan kurma satu atau dua tahun. Maka beliau bersabda:
Barangsiapa yang menerima pesanan buah kurma, maka
hendaklah pemesan itu dipenuhi takarannya yang jelas atau
timbangan yang jelas dan sampai pada tempo waktu yang
jelas”. (HR. Bukhari No. 2240 dan Muslim No.1604)

2) Rukun dan Syarat jual beli salam

Adapun rukun salam menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

(@) Shigat, yaitu ijab dan kabul;

(b) Agidani (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang
yang memesan dan orang yang menerima pesanan; dan

(c) Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Adapun syarat-syarat dalam salam sebagai berikut:

(@) Uangnya dibayar ditempat akad, berarti pembayaran
dilakukan terlebih dahulu.

(b) Barangnya menjadi utang bagi penjual.

(c) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan.
Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah

ada.
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(d) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya,
ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang
semacam itu.

(e) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya
dengan jelas, agar tidak ada keraguan yang akan
mengakibatkan perselisinan antara kedua belah pihak.
Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada
barang tersebut dapat berbeda.

(f) Disebutkan tempat menerimanya.**

3) Batalnya akad salam

Pada dasarnya batalnya jual beli salam dapat terjadi apabila
tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat-syaratnya. Seperti
dalam hal objeknya yang tidak sesuai, maka pihak pembeli boleh
membatalkannya. Selain itu, apabila barang yang dikirim tidak
sesuai kualitasnya dan pembeli memilih untuk membatalkan akad,
maka pembeli berhak atas pengembalian modal salam yang sudah
diserahkannya. Pembatalan dimungkinkan untuk keseluruhan
barang pesanan, yang mengakibatkan pengembalian semua modal
salam yang telah dibayarkan dan juga berupa pembatalan
sebagian yaitu penyerahan barang pesanan dengan pengembalian

sebagian modal salam.

>! Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana,2005), 144
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Apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi maka jual beli
ini sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan
barangnya. Pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang
berakad yang menyebabkan pihak lain rugi, terlebih lagi ada masa
yang belum jatuh tempo dan bahkan ada juga yang sudah jatuh
tempo.

¢) Jual beli Istishna’
1) Pengertian akad istishna’ dan dasar hukumnya

Istishna adalah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan
tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan
dibuat oleh produsen. Dalam hal ini kedua belah pihak telah
setuju atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran
dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai
suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah, istishna adalah jual beli barang atau
jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak
penjual.

Dalam KHES jual beli istishna diatur dalam Pasal 104-108,

yang akan diuraikan sebagai berikut:

>2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 10
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Pasal 104

Ba’i istishna mengikat setelah masing masing pihak sepakat atas

barang yang dipesan.

Pasal 105

Ba’i istishna dapat dilakukan pada barang yang dapat dipesan.

Pasal 106

Dalam ba’i istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual

harus sesuai permintaan pemesan.

Pasal 107

Pembayaran dalam ba’i istishna dilakukan pada waktu dan tempat

yang disepakati.

Pasal 108

(1) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun
boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah
disepakati.

(2) Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan
spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak
pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan
pesanan.

Dalam istihna tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam Al-

Qur’an maupun Hadits. Akan tetapi dapat diketahui bahwa

istisna’ merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam.

Perbedaannya hanya pada sistem pembayaran. Sehingga akad
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istisna’ merupakan akad yang halal dan didasarkan secara syar’i
atas petunjuk Al Qur’an, Sunnah dan ljma dikalangan muslimin.

(@) Al-Qur’an

LI oy a1 Ty

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”. (Al- Bagarah : 275)

(b) As-Sunnah
Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat
kepada raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa
raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak
distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan
cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-
akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di
tangan beliau.” (HR. Muslim).

2) Rukun dan Syarat Istishna

Menurut jumhur ulama mengemukakan rukun istishna ada

tiga yaitu:*

(@) Pihak yang berakad
(1) Pembeli atau pemesan (mushtasni’), yaitu pihak yang

membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan

> 5ri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2009),
edisi 2 revisi, 213.
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(2) Penjual (shani’), yaitu pihak yang memproduksikan
barang pesanan.

(b) Objek akad
(1) Barang atau jasa dengan spesfikasinya yang dipesan

(mashnu’)
(2) Harga atau modal (tsaman)

(c) Akad atau shighat

Sedangkan syarat jual beli istishna, yaitu:

(@) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istishna
haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam
melakukan jual beli.

(b) Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari
janiji.

(c) Barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis,
macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, karena barang yang akan
diperjual belikan harus diketahui dengan jelas.

3) Berakhirnya akad istishna
Kontrak istishna bisa berakhir berdasarkan kondisi sebagai
berikut:

(@) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah
pihak;

(b) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan

kontrak;
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(c) Pembatalan hukum kontrak ini diperbolehkan apabila muncul
sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya
kontrak atau penyelesaiannya, dan masing masing pihak bisa

menuntut pembatalannya.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak
Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online
Menurut Hukum Positif

Transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi yang melibatkan
antara dua pihak atau lebih yang mana dalam dunia modern saat ini tak
terbatas antara ruang dan waktu. Jual beli yang dahulu dikenal secara
konvensional yang mengharuskan bertemu antara satu sama lain untuk
melakukan transaksi, namun Kkini semakin tergeser dengan adannya
aktivitas bisnis dengan teknologi internet yang disebut sebagai electronic
commerce atau yang biasa disebut e-commerce. E-commerce merupakan
perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan
perjanjian pada umumnya yang diwujudkan dalam media elektronika.>

Dalam transaksi e-commerce membutuhkan subjek hukum yang
mana dalam hal ini adalah pelaku usaha dan konsumen. Kemudian
diantara subjek hukum tersebut saling melakukan penawaran dan
penerimaan melalui media teknologi dan informasi dengan layanan
internet yang kemudian melahirkan perjanjian yang didasarkan dengan alat
bukti elektronik dan menimbulkan adannya tanggung jawab diantara para

pihak tersebut. Dalam e-commerce pelaku usaha bebas menawarkan

>* Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 196

57
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dagangannya sesuai yang diinginkannya. Dalam hal ini salah satu yang
banyak diminati pelaku usaha adalah penjualan barang dengan mekanisme
pre order (PO).

Dalam dunia perdagangan istilah Pre Order (PO) adalah sistem
pembelian barang dengan memesan dan membayar terlebih dahulu diawal,
dengan masa tenggang waktu tunggu (estimasi/perkiraan) kedatangan
barang. Dengan kata lain, customer membayar sebelum barang di order.
Maka, setiap barang yang akan di pre order, selalu diberikan batas waktu
untuk pemesanan. Dengan demikian, pre order bukan pesan langsung jadi
karena pre order butuh waktu agar barang yang telah customer pesan dan
bayar sampai di rumah. Barang pre order yang dijual biasanya merupakan
barang yang diimpor dan barang-barang yang harus diproduksi dulu.
Sehingga membutuhkan waktu tunggu yang sedikit lebih lama.>> Namun
dalam praktiknya untuk barang barang yang bernilai kecil ketentuan
tentang uang muka terkadang tidak diberlakukan.

Dalam Jual beli online dengan sistim Pre order (PO) memiliki
kelebihan dan kekurangan baik untuk penjual (seller) ataupun pembeli
(buyer). Beberapa kelebihan dan kekurangan dari pre order tersebut,
dinataranya sebagai berikut:

1) Kelebihan Pre Order (PO):
1. Jenis produk yang ditawarkan jauh lebih bervariasi. Karena ready

stock biasanya kurang lengkap, maka stock yang ada saja. Dan

> Bayu Tresna, “Apa sih Pre Order itu”, Academy. BlazBluz.com, Jumat, 10, november 2018
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biasanya harga yang ditawarkan sedikit lebih murah untuk pre order
ini.

2. Tidak khawatir barang tidak laku.

3. Melakukan penjualan online tanpa modal (minim resiko).

2) Kekurangan Pre Order (PO)

1. Masa tunggu kedatangan barang lebih lama dibanding dengan
barang yang ready stock, karena pada dasarnya sistem ready stock
lebih cepat. Tapi karena alasan inilah pre order lebih dipercaya dari
sisi kualitas.

2. Pelanggan biasanya merasa bosan karena terlalu lama menunggu
barang pesanannya.

3. Kemungkinan pelanggan akan pindah dan mencari seller yang ready
stock cukup kecil mengingat kualitas yang ditawarkan biasanya tidak
lebih baik dari pre order.

Berikut disajikan skema pre order:

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Gambar: 3.1

Skema Pre-Order
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Berdasarkan penelitan penulis maka mekanisme jual beli pre order
dalam praktiknya yang terjadi di masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pertama, pihak penjual yang memposting barang yang di pre order
kan dengan spesifikasi barang yang jelas, mencancumkan harga dan
menentukan waktu pengirimannya.

2. Kedua, pihak pembeli dapat melakukan pemesanan barang yang di
pre order kan tersebut dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang
telah diberikan oleh penjual.

3. Ketiga, setelah terjadi kesepakatan maka pihak pembeli harus
melakukan transfer uang muka atau pembayaran penuh sesuai
kesepakatan sebagai tanda persetujuan mengikuti pre order tersebut.
Kemudian barang akan dikirim setelah barang yang di pre order kan

siap.

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
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Dalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam
jual beli melalui mekanisme pre order tersebut. Kemungkinan yang
sering terjadi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian
atau tidak memenubhi isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati
bersama-sama. Seperti yang diketehui penulis diberbagai akun sosial
media seperti facebook dan instagram. Disana penjual menggunakan
akun pribadi mereka untuk menjual barang yang di pre orderkan
tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adannya uang muka.
Setelah barang yang di pre orderkan siap maka pembeli harus
melakukan pembayaran secara lunas. Dalam penerapan sistem pre
order apabila pelaku usaha mempersyaratkan uang muka maka akan
meminimalisir resiko pembatalan sepihak oleh konsumen sedangkan
apabila tidak mempersyaratkan uang muka maka hal tersebut memberi
resiko yang sangat besar, dan tidak jarang pelaku usaha tidak
mengetahui tentang itu.

Dalam kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang
mana konsumen lalai akan kewajibannya. Konsumen yang telah
memesan barang berupa baju melalui pre order dan telah disetujui oleh
penjual namun saat pesanan sudah siap konsumen membatalkan
pesanan secara sepihak. Pihak penjual telah melakukan perpanjangan
waktu untuk memberi kesempatan konsumen untuk membayar

pelunasan tetapi nyatanya konsumen hilang kabar dan tak kunjung
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memenuhi kewajibannya dan justru membatalkan secara sepihak tanpa
keterangan apapun kepada penjual.

Perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order tersebut juga kerap
dialami oleh pelaku usaha dalam bidang crafting atau barang yang
dijual membutuhkan proses pembuatan sesuai keinginan pembeli.
Seperti pelaku usaha telah menerima pesanan pembuatan busana atau
sesuatu barang yang memutuhkan waktu produksi sehingga pelaku
usaha membuka pre order. Namun setelah ada kesepakatan pemesanan
ternyata konsumen membatalkan secara sepihak tanpa ada keterangan
apapun. Akibat perbuatan tersebut pelaku usaha harus menawarkan baju
yang dibuat tersebut kepada pihak ketiga yang bersedia membelinya.

Perbuatan semacam itu tentunya sangat menjengkelkan bagi
penjual atau pelaku usaha karena telah dirugikan dalam hal waktu dan
modal pembuatan. Pelaku usaha telah memenuhi orderan barang yang
diminta ternyata secara tiba-tiba dibatalkan begitu saja. Perbuatan
konsumen semacam ini dalam dunia online disebut dengan istilah hit
dan run. Dalam onlineshop sering ditemukan kasus yang disebut hit dan
run. Hit dan run merupakan suatu kondisi dimana konsumen yang telah
memesan suatu barang kemudian hilang kabar tanpa pemberitahuan.
Kondisi ini tentunya dapat merugikan pihak pelaku usaha. Apalagi
dalam jual beli online yang rata-rata adalah seorang dropsipper atau

reseller yang menjualkan produk dari pihak suplier tentunya hal ini
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sangat mempengaruhi bisnis yang dilakukannya. Selain itu juga bisa
dialami oleh pelaku usaha di bidang crafting suatu barang tertentu.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila ditelaah menggunakan KUH
Perdata maka ketentuan tentang jual beli diatur dalam bab V buku KUH
Perdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah
terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai
kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang
itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.*® Pada dasarnya jual
beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya
merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli telah
dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau
terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang
menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini
adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam transaksi online persetujuan ini terjadi apabila pihak
yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam
Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak
menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena
alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.”” Dan persetujuan

tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1458
>’ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338
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tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian
jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan
perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata
menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana
satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau
lebih.*®

Kontrak pre order lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara
kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam perjanjian jual
beli yang diharapkan para pihak adalah bahwa penjual memenuhi
kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada
pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Dalam
suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun
pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti
pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari
persetujuan (agreement) karena tidak memenuhi kewajibannya. Untuk
menyatakan subjek hukum telah wanprestasi harus ada lebih dahulu
perjanjian antara kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan
kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak didalam
perjanjian itulah yang dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak
memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan perjanjian, pihak

tersebut dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313
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menimbulkan hak bagi yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan.®
Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah
diprint out sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUH Perdata yang
menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi,
persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Suatu perbuatan wanprestasi
tidak hanya dapat dilakukan oleh penjual namun dapat dilakukan oleh
pihak pembeli juga. Wanprestasi bagi pembeli adalah manakala
pembeli tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian,
antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa
pembayaran harga barang yang telah dibelinya itu.® Wanprestasi dalam
ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu:

1. pelaksanaan perjanjian,

2. pelaksanaan dan ganti rugi,

3. ganti rugi saja,

4. ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.®*

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya
suatu perikatan mulai diwajibkan bila suatu pihak walaupun telah
dinyatakan lalai, tetap lalai untuk mematuhi perikatan itu atau diberikan
atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah
ditentukan.®? Dalam Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan penjual

dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad

% Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2006), 73

% Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 30

61 p N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

®2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243
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baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 1266 dan
1267. Sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika
penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual
sebagaimana ketentuan Pasal 1480 KUH Perdata. Kemudian pihak yang
telah membatalkan tidak berhak untuk menyuruh pihak lain untuk
mengembalikan uang muka yang pernah diberikan. Hal tersebut dasar
hukumnya ialah Pasal 1464 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa jika
pembelian dengan memberikan uang panjar, maka salah satu pihak
tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki
atau mengembalikan uang panjarnya.®® Apabila yang memberikan uang
muka tidak menaati kesepakatan maka uang muka itu dianggap hilang,
sedangkan apabila yang menerima uang muka yang melalaikan
kesepakatan maka lazimnya harus mengembalikan uang muka tersebut.

Dalam jual beli online harus diterapkan itikad baik dari kedua belah
pihak yaitu dari pihak pembeli dan pihak penjual. Karena dalam jual
beli online antara penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka dalam
melakukan transaksi sehingga sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk
mengukur keberhasilan suatu jual beli secara online. Oleh karena itu,
itikad baik merupakan hal yang penting diterapkan dalam jual beli
online. Perkataan tentang itikad baik dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat
3 KUH Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik”.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1464
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Ketentuan pasal tersebut mempersoalkan pada tataran pelaksanaan
suatu perjanjian, dimana perjanjian tersebut dalam keadaan sudah ada.
Sebenernya pasal ini dikenal sebagai pasal yang tidak jelas, sebabnya
adalah suatu itikad baik merupakan pengertian yang abstrak, dan
walaupun seseorang mengerti apa itu itikad baik, orang tersebut akan
tetap sulit merumuskannya.®* Menurut Hofmann pelaksanaan perjanjian
dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak
menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam
perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara
dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap
sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepantasan dan
kepatutan.®®

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua pihak
harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual
beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak
pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai
menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk
mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen,

hak untuk membela diri sepautnya dalam penyelesaian hukum sengketa

% | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 80
® | Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan, 82
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konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tebukti secara
hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau
jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan
perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka konsumen dapat
dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha karena telah beritikad
tidak baik dalam melakukan pemesanan barang, apabila konsumen
beritikad baik maka pihaknya akan menjelaskan alasan pembatalan jual
belinya. Pelaku usaha yang bertindak sebagai dropshipper seharusnya
mendapatkan hak-haknya diantaranya yaitu hak untuk menerima
pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai
tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik, sesuai yang dipaparkan dalam Pasal 6 ayat 1 dan 2
UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat
pembatalan sepihak dalam jual beli pre order tersebut dapat didasarkan
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak
pelaku usaha dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan
tersebut berkaitan dengan tindakan konsumen yang beritikad tidak
baik. Selama ini pemerintah melakukan perlindungan hukum baik yang

bersifat represif atau preventif kepada pelaku usaha menggunakan UU
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Perlindungan Konsumen, namun pelaksanaanya masih kurang efektif.
Walaupun tidak ada perlindungan hukum secara preventif kepada
pelaku usaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan pelaku usaha
maka dapat menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai payung
hukumnya.

Menurut peneliti perbuatan hit dan run yang dilakukan pihak
konsumen dalam pre order tersebut melanggar kepentingan-
kepentingan dari pihak pelaku usaha, yang mana perbuatan tersebut
juga tidak sesuai dengan asas-asas hukum dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen sebagaimana dinyatakan Pasal 2 UU Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum. Perbuatan pembatalan
sepihak oleh konsumen dalam kaitannya perbuatan hit dan run dalam
pre order jual beli online dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas
keadilan, karena dalam permasalahannya banyak pelaku usaha yang
tidak memperoleh hak nya sebagaimana mestinya. Padahal dengan asas
tersebut seharusnya dapat diwujudkan secara maksimal sehingga
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Tidak hanya itu perbuatan tersebut juga tidak mencerminkan asas
kepastian hukum sebagaimana dalam UU Perlindungan Konsumen.
Namun dalam permasalahnnya pihak konsumen belum mentaati
ketentuan yang ditetapkan oleh pelaku usaha, sehingga pelaku usaha

memerlukan kepastian hukum dan penyelesaian atas apa Yyang
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dialaminya. Dalam asas tersebut dimaksudkan agar pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin
kepastian hukum.

Dengan asas-asas hukum tersebut kemudian dapat melihat
konstruksi tingkat hubungan ketergantungan dan kepentingan antara
pelaku usaha dengan konsumen yang perlu dilindungi oleh hukum.
Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dapat
digunakan untuk melindungi kepentingan konsumen saja, namun juga
dapat digunakan sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan
pelaku usaha.

Sedangkan apabila ditinjua dari Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP PSTE
transaksi jual beli online dengan sistem pre order tetap diakui sebagai
transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 butir
17 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut sebagai
kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen
elektronik atau media elektronik lainnya.?® Pada bab 11 Pasal 3 Undang-
Undang ITE dijelaskan tentang pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum,
manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi

atau netral teknologi.

% pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE)
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Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi
berlangsung.®” Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara
elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat
kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Menurut
ketentuan undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika
(ITE), dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan
terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau
menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.®

Persetujuan untuk membeli barang secara online dengan cara
melakukan Klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk tindakan
penerimaan yang menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada
transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului
pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli
secaraonline yang disebut sebagai salah satu bentuk kontrak
elektronik.®

Suatu hubungan hukum yang muncul merupakan akibat adanya
tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu sendiri. Hubungan-

hubungan hukum keduanya ini kemudian harus dilindungi dari situasi

%7 pasal 17 Ayat 2 Bab V Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (ITE)

% Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, 137

% pasal 47 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 47 ayat (1) PP PSTE
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tidak seimbang dengan hukum. Perlindungan hukum yang diterima
pelaku usaha merupakan timbal balik dari pelaksaan kewajibannya.
Selain itu perlindungan hukum yang diterima ini senyatanya ditekankan
karena pelaku usaha telah menunjukkan itikad baiknya terlebih dahulu
dalam kegiatan usaha. Pada perbuatan hit dan run dalam pre order jual
beli online tentunya hal tersebut mengakibatkan pihak pelaku usaha
merasa tertipu, maka diperlukan suatu hukum yang dapat melindungi
kepentingan-kepentingan dari pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis dapat menganalisis bahwa
perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online yang
dilakukan oleh pihak pembeli atau konsumen dapat memperoleh
perlindungan hukum yang dengan menggunakan sarana perlindungan
hukum preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Sehingga untuk melindungi pelaku
usaha akibat perbuatan hit dan run tersebut masih membutuhkan
penanganan secara represif agar dapat melindungi hak pelaku usaha.

Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen
harus saling memperhatikan kepentingan-kepentingan para pihak
dengan berdasarkan asas itikad baik, tak terkecuali dalam perjanjian
jual beli pre order. Apabila kemudian terjadi sengketa antar para pihak,

maka proses penyelesaiannya harus dipermudah atau disederhanakan.
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Begitupun dalam hal beban pembuktian, pelaku usaha yang dibebani
untuk membuktikan ketidakbersalahannya.”

Perlindungan hukum baik yang diterima konsumen maupun pelaku
usaha akan mengkerucut pada tujuan agar tercapainya kepastian hukum
dengan maksud baik pelaku usaha maupun konsumen akan menaati
hukum dan memperoleh keadilan. Implementasi yang diharapkan jika
terdapat keadilan dalam perlindungan hukum, bagi pelaku usaha sendiri
akan lebih menumbuhkan kesadaran sikap yang jujur dan bertanggung
jawab dalam berusaha. Sementara itu bagi konsumen dengan adanya
keadilan untuk melindungi haknya sehingga akan dapat meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen serta mengangkat
harkat dan martabat konsumen.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak
Oleh Konsumen dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online
Menurut Hukum Islam

Dalam bisnis Islam akad merupakan suatu unsur yang penting

apabila melakukan hubungan hukum dengan sesama manusia. Akad
merupakan tindakan hukum dua pihak, karena di dalam akad terjadi
pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan
kabul yang menyatakan kehendak pihak yang lainnya.”* Islam

memberikan kesempatan luas kepada manusia untuk mengembangkan

" Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2011), 181

™ lka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Grup, 2014), 241
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bentuk dan macam hubungan muamalah sesuai perkembangan zaman dan
kebutuhan umat manusia. Tak terkecuali dalam sektor perdagangan yang
mana sekarang telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu
perdagangan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal
dengan e-commerce.”” Dalam transaksi e-commerce saat ini sangat
beragam bentuk dan cara penjualannya, salah satunya yaitu dengan sistem
pre order. Untuk mengetahui e-commerce bertentangan atau tidak dari
segi hukum perikatan Islam, maka e-commerce harus sesuai dengan rukun
dan syarat akad menurut hukum perikatan Islam. Berkaitan dengan objek
e-commerce harus memenuhi syarat objek akad yaitu:"®
a) Telah ada pada waktu akad diadakan
b) Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat)
¢) Harus jelas dan diketahui
d) Dapat diserah terimakan

Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi
yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi,
atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan
harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau
diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi
jual beli salam dan transaksi jual beli istishna. Jual beli salam adalah jual
beli suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang

yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal

2 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 197-198
" Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 198-199
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terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.”
Sedangkan istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria, dan pola
pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli pre order merupakan jual beli yang tidak menghadirkan
benda secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui
bahwa jual beli secara pre order menurut tinjuan figih dapat berupa jual
beli salam ataupun jual beli istishna. Hal tersebut tergantung pada sistem
pembayaran dan dalam konteks dengan siapa seseorang itu melakukan
perjanjian jual belinya. Sehingga akad pre order dapat dipersamakan
dengan akad salam maupun istishna yang keduannya merupakan transaksi
yang diperbolehkan dengan ketentuan harus dipenuhi rukun dan syarat-
syaratnya sesuai dengan petunjuk hukum syara’. Karena hukum Islam
tidak memberatkan umatnya bahkan Islam memberikan keringanan dalam
suatu hal, seperti dalam hal transaksi jual beli, apabila tidak bisa
menyerahkan barang ketika sudah jatuh tempo boleh menangguhkan
penyerahan barang dalam batasan waktu tertentu dan jelas.”

Bentuk penjualan pre order ini melibatkan fase pembayaran dan
serah terima secara terpisah. Penjual akan meminta uang pembayaran
sebagai uang muka atau sebagai pembayaran lunas, dan barang akan
diserahkan kepada pembeli di kemudian hari. Dalam penjualan dengan

sistem pre order, si penjual belum memiliki barang yang dijual. Baik

* M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), 143
> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, 47.
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akad istisna dan salam juga memiliki situasi dimana si penjual sama sekali
tidak memiliki barang ketika jual-beli dilakukan, namun dihalalkan di
dalam syariah Islam selama memenuhi beberapa persyaratan yang ada.

Dalam aturan bermuamalah dalam Islam orang diperintahkan untuk
memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya bersama dengan orang lainnya.
Apabila terjadi pembatalan harus dilakukan dengan cara yang wajar dan
patut karena hukum asal dari akad adalah keharusan melaksanakan. Oleh
karena itu, pembatalan yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam pre
order jual beli online merupakan suatu pembatalan sepihak dengan cara
fasakh. Fasakh adalah pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun
tanpa adanya persetujuan. Fasakh adakalnya dilakukan oleh dua orang
yang berakad dengan kerelaan keduannya dan tanpa kerelaan. Dalam akad
yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat) maka ada
khiyar fasakh pada dua orang yang berakad tersebut.”® Oleh karena itu,
pembatalan suatu transaksi harus selain dapat dilakukan melalui fasakh
juga dapat dilakukan melalui igalah dengan berdasarkan atas keridhaan
antar pihak yang berakad.

Seandainya ada pihak yang ingin membatalkan suatu perjanjian
karena alasan-alasan tertentu, maka pihak tersebut dapat memberitahukan
pihak yang lain terlebih dahulu dan berbicara dengan baik serta
mengungkapkan alasannya dengan benar, karena setiap orang dan tidak

terkecuali pihak penjual juga mempunyai rasa iba dan belas kasian

’® Wahbah Az Zuhaili, Al Figh Al Islami Wa Adilatuhu jilid 4, 595
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terhadap yang lain walaupun setiap orang yang berbisnis tidak ingin
dirugikan. Adapun prosedur pembatalan perjanjian dalam hukum Islam
vaitu dengan cara memberitahu pihak yang lain bahwa perjanjian atau
kesepakatan yang telah diikat akan diberhentikan (dibatalkan), hal ini
tentunya harus juga disertai alasan pembatalannya.”’

Dilihat dari pelaksanaannya akad pre order yang dilakukan para
pihak dalam kasus pembatalan sepihak dalam jual beli pre order yang
diangkat oleh penulis diketahui bahwa pihak konsumen tidak melakukan
perjanjian yang telah disepakati bersama. Konsumen yang telah memesan
barang pre order diketahui tidak membayar pelunasan sesuai waktu yang
diperjanjiakan. Dalam hal ini pihak penjual merasa dirugikan dalam hal
waktu dan modal karena telah memesankan kepada suplier barang. Penjual
sudah terlanjur memesankan barang namun pihak pembeli yang telah
sepakat mengikuti pre order justru tidak melaksanakan sesuai yang
diperjanjikan. Sehingga sikap penjual dalam hal ini bertindak sebagai
dropshipper memblacklist konsumen yang melakukan hit dan run yang
hilang kabar dan lalai akan kewajibannya.

Dalam kasus diatas maka dapat diklasifikasikan berdasarkan
kasusnya bahwa apabila pre order yang dilakukan oleh pihak dropshipper
walaupun hanya mensyaratkan uang muka sebagian dan hanya sebagai
pihak yang memesankan barang kepada suplier tidak memproduksi

barangnya sendiri maka hal ini dapat dipersamakan dengan akad salam.

77 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, 6
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Untuk menjadikan sahnya akad salam, muslam alaih (penjual) berhak
mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan barang kepada
pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia berhak memiliki barang sesuai
dengan spesifikasi yang telah disepakati dan berkewajiban membayarkan
modal kepada penjual.’

Transaksi salam tidak mensyaratkan barang berada pada pihak
penjual, akan tetapi hanya diharuskan ada pada waktu yang telah
ditentukan. Apabila barang tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka
akad menjadi batal (Fasakh).” Walaupun barang pre order belum ada
ditangan penjual hal ini diperbolehkan menurut kaidah Islam selama
barang tersebut dapat diketahui jelas kriterianya dan menjadi tanggungan
pihak penjual serta pembeli yakin akan dipenuhi pada waktu yang sudah
ditentukan maka jual beli tersebut tidak termasuk jual beli gharar

(menipu).?® Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al

Bagarah: 282

035 amn ol ) ot w5 13 TgnaT Lt b

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak

secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendakiah kamu
menuliskannya...”(QS. Al Baqgarah: 282).

Pelaksanaa akad salam harus dilakukan berdasarkan takaran dan

timbangan yang jelas, selain itu juga diketahui jangka waktu yang jelas

’® Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi, (Bandung: PT
Refika Aditama, 2017), 68

7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 169

% sayyid Sabig, Figih Sunnah Jilid 4, 168
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walaupun pembayarannya pada saat jatuh tempo hukumnya boleh. Hal
tersebut sesuai yang diriwayatkan oleh bukhari muslim bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

pokes Jorl (1) pslan 095 pslan LT3 il Calul e

Artinya: “Barang siapa yang melakukan jual beli dengan cara salaf

(salam), hendaknya ia melakukan jual beli tersebut dengan takaran dan

timbangan yang jelas hingga batas waktu yang ditentukan” (Muttafaqun

alaih).®
Apabila dilihat dari syarat barang pre order tersebut maka telah
memenuhi syarat dari akad salam, diantaranya yaitu:

a. Pertama, syarat yang berkaitan dengan modal (pembayaran) jenisnya
dan harganya dapat diketahui dengan jelas, serta penyerahanya
dilakukan melalui transfer antar rekening yang disertai dengan bukti
transfer.

b. Kedua, syarat yang berkaitan dengan barang yang di pre orderkan
bahwa barang tersebut dalam status tanggungan dropsipper sampai
barang pre order tersebut diterima oleh pihak pembeli, dengan kriteria
barang yang jelas serta menunjukan pada sifat dan jumiah sesuai yang
disebutkan diawal perjanjian. Selain itu batas waktu juga diketahui
dengan jelas.

Dalam akad salam jika barang yang dipesan telah diterima dan

kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-

8 sayyid Sabiqg, Figih Sunnah Jilid 4, 168
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sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan maka pihak
pemesan (konsumen) boleh menyatakan apakah ia menerima atau tidak.®
Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi maka jual beli pesanan
ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang
mereka sepakati. Berdasarkan hal tersebut maka apabila terjadi pembatalan
salam maka hal tersebut boleh saja dilakukan dengan jalan fasakh yang
dilakukan oleh pihak konsumen karena ada alasan-alasan yang datang
kemudian sehingga mengakibatkan konsumen tidak mampu membayar
pelunasan pesanan yang telah disepakatinya. Oleh karena itu, pelaku usaha
harus mampu menerima pembatalan pre order melalui akad salam dengan
ikhlas dan mengembalikan uang muka yang telah diserahkan sebelumnya.
Kasus pembatalan sepihak diketahui penulis tidak hanya dialami
oleh pelaku usaha yang bertindak sebagai dropshipper atau reseller saja
namun juga dialami oleh pelaku usaha dibidang crafting. Pembatalan
tersebut dialami oleh seorang produsen berkaitan dengan pembuatan suatu
barang tertentu. Kasus tersebut berawal dari pihak pelaku usaha yang
membuka pre order suatu barang dengan jangka waktu tertentu. Kemudian
apabila ada pihak konsumen yang menyetujui maka diwajibkan untuk
membayar uang muka atau pembayaran penuh sesuai kesepakatan
bersama. Namun dalam kasusnya pihak konsumen yang memesan barang
melakukan perbuatan hit dan run yang mengakibatkan kerugian dalam hal

modal dan waktu. Pihak prosuden telah membuatkan barang sesuai yang

8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), 146-147
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dipesan oleh konsumen namun konsumen yang telah menyepakati pre
order tersebut justru tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang
diperjanjikan diawal. Konsumen lari dari tangagung jawab dan hilang tanpa
kabar setelah barang yang dipesan telah jadi dibuatkan.

Maka apabila dianalisis maka kasus pre order yang dijelaskan
penulis diatas termasuk akad jual beli istishna. Berdasarkan Pasal 104
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diketahui bahwa jual beli istishna
mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.®
Abu Yusuf dan Ibnu Abidin berpendirian bahwa akad jual beli istishna
sebagai salah satu akad yang mengikat kedua belah pihak. Dengan
demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil
membuatkan barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi
pemesan untuk mengundurkan diri dari pesanannya.

Akad istishna merupakan akad yang bersifat jaiz sehingga ba’i
istishna dapat menerima pembatalan melalui fasakh dan igalah. Namun
pembatalan pre order dalam akad istishna tidak boleh dilakukan apabila
barang yang dipesan telah selesai dibuatkan sebagaimana pesanan, namun
apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi maka pemesan dapat
menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan
pesanan. Berdasarkan hal tersebut maka kasus pembatalan pre order
melalui akad istishna diatas maka pada hakikatnya diperbolehkan dengan

jalan fasakh, akan tetapi karena barang pesanan telah selesai dikerjakan

% Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 104
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maka pembatalan akad istishna tersebut hanya dapat dilakukan dengan
cara iqalah yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak-pihak yang berakad.
Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara sepihak maka
pihak pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian atas biaya produksi yang
telah dikeluarkan. Karena hal tersebut termasuk perbuatan ingkar janji
sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah Pasal 36 yang menyatakan bahwa pihak dapat dianggap
melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya tidak melakukan apa
yang dijanjikan melakukannya.®* Sehingga pihak yang telah melakukan
perbuatan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi pembayaran ganti rugi.

Dalam praktik perjanjian jual beli pre order tentunya pihak
dropshipper maupun pelaku usaha di bidang crafting merasa dirugikan
karena tidak mendapatkan keadilan yang berupa haknya tidak terpenuhi
sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai
wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak konsumen. Bahwasanya
wanprestasi merupakan kelalaian atau suatu bentuk ingkar janji salah satu
pihak. Dalam Islam menempatkan ganti rugi sebagai kewajiban yang harus
dipenuhi oleh orang yang memikul tanggung jawab. Namun perjanjian jual
beli dalam hukum Islam tidak diperkenankan menuntut ganti rugi berupa
bunga dan nilai perkiraan besarnya keuntungan yang seharusnya akan

diperoleh dalam hal tidak terjadi wanprestasi salah satu pihak.®®

* Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36
% Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2010), 48
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Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pembatalan sepihak dalam
pre order jual beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh
dengan jalan perdamaian (sulhu) dan arbitrase (tahkim) sehingga tidak
menimbulkan suatu permasalahan antar pihak. Sehingga tetap menjaga tali
silaturrahmi antar sesama, karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak
terjadinya pertikaian di antara manusia dalam hal muamalah. Hal ini

sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur’an surat An-Nisa ayat 114
Jris o A 0] ol Cpme o iia l a V) ol e S8 e Y
Lakoe o] 458 Cgud alll Lo clan) 23

artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi
sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari
keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang
besar.” (QS. An-Nisa: 114)2°

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa yang
menjadi inti berhasilnya suatu akad adalah pihak itu sendiri, baik penjual
maupun pembeli harus sama-sama mematuhi perjanjian yang telah
disepakati bersama sampai akad itu berakhir. Dalam jual beli pesanan
berupa akad salam maka dapat dibatalkan dengan cara fasakh ataupun
iqolah sedangkan pada akad istishna apabila barang yang dipesan telah

selesai dibuatkan sebagaimana pesanan maka tidak bisa dilakukan

% Al Qur’an Al Karim Surat An Nisa: 114.
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pembatalan namun apabila objek barang pesanan tidak sesuai spesifikasi
maka pemesan dapat menggunakan hak pilih (khiyar) untuk melanjutkan
atau membatalkan pesanan.

Apabila terjadi suatu pembatalan maka harus diselesaikan dengan
jalan perdamaian antar sesama pihak yang melakukan akad ataupun
dengan jalan menunjukkan pihak ketiga atas kesepakatan bersama yang
disebut dengan tahkim. Sehingga tidak adanya permusuhan antara pihak
yang telah melakukan perjanjian. Apabila suatu pihak melakukan ingkar
janji seperti halnya dalam pembatalan sepihak tanpa dilandasi dengan
keridhaan, maka hal tersebut merupakan suatu sifat yang tercela dalam
kelangsungan hidup bermasyarakat. Sehingga perdamaian dan jalan
arbitrase sangat dibutuhkan dan bermanfaat dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan suatu pertikaian atau

permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan
yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online dalam
kaitannya perbuatan hit dan run yang dilakukan oleh pihak konsumen
maka pihak konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku
usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan
hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak
untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik. Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan bahwa jual
beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-
orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya,
meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.
Dalam KUH Perdata perbuatan hit dan run yang dilakukan konsumen
termasuk wanprestasi dengan dasar hukum Pasal 1243 KUH Perdata
dimana timbul wanprestasi dari persetujuan serta dapat diperkuat dengan
penjelasan Pasal-Pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUH Perdata. Selain
itu juga dapat didasarkan pada bab V Pasal 17 ayat 2 UU ITE yaitu para

pihak yang melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi
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Elektronik dan/atau dokumen elektronik wajib beritikad baik selama
transaksi berlangsung.

. Dalam aturan Islam orang-orang dianjurkan untuk menepati perjanjian
yang telah dibuat bersama dengan orang lainnya. Apabila terjadi
pembatalan dalam transaksinya tidak boleh merugikan salah satu
pihaknya. Seperti dalam jual beli pre order yang mana menurut tinjuan
figih dapat berupa jual beli salam ataupun jual beli istishna. Hal tersebut
tergantung pada sistem pembayaran dan dalam konteks dengan siapa
seseorang itu melakukan perjanjian jual beli. Pada kasusnya pembatalan
sepihak pre order dalam jual beli salam yang dilakukan dengan cara
fasakh dari pihak konsumen diperbolehkan sedangkan pembatalan pre
order dalam jual beli istishna tidak boleh dengan cara fasakh melainkan
dengan cara igalah yaitu berdasarkan keridhaan antara pihak-pihak yang
berakad karena barang pesanan telah selesai dikerjakan sehingga akadnya
mengikat tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari
pesanannya. Ketika pihak konsumen tetap melakukan pembatalan secara
sepihak maka pihak pelaku usaha dapat meminta ganti kerugian atas biaya
produksi yang telah dikeluarkan. Pembatalan sepihak dalam pre order jual
beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan
perdamaian (sulhu) dan arbitrase (tahkim) sehingga tidak menimbulkan

suatu permasalahan antar pihak.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tentang penelitian yang dikaji, maka penulis

dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah perlu melakukan sosialisasi berkaitan dengan prosedur
pre order jual beli online, sebab sistem tersebut sangat diminati
masyarakat dan tak jarang masyarakat tidak menerapkan sesuai
prosedurnya yang benar. Selain itu juga perlu pemahaman kepada
masyarakat mengenai pentingnya memahami UUPK dan UUITE sehingga
masyarakat dapat mengetahui perihal tentang perjanjian melalui Internet
tersebut.

2. Bagi pihak pelaku usaha supaya lebih berhati-hati dalam menerima
orderan barang yang dijualnya dalam sistem pre order melalui media
internet. Pihak pelaku usaha seharusnya meminta uang muka dalam
transaksi pre order dan melakukan mekanisme pre order sesuai aturannya.
Hal tersebut diharapkan dapat mencegah penipuan khususnya dalam kasus
hit dan run serta meminimalisir kerugian saat terjadi pembatalan sepihak
oleh konsumen.

3. Bagi pihak konsumen jangan mudah tertarik untuk membeli barang
melalui pre order jual beli online karena bisa jadi waktu pelunasan
pihaknya tidak bisa melunasinya. Oleh karena itu harus dilihat
kemampuan untuk membeli barang tersebut atau tidak. apabila ada yang
tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang
telah disepakati bersama, maka dapat digugat perdata oleh pihak yang

dirugikan berdasarkan UUPK maupun UUITE.
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